BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
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Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -
2018;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 - 2034,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 -
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor S5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2014-2034;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penyusunan Perubahan RPJM Daerah, dimaksudkan:
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati
dan Wakil Bupati terpilih.

(2) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah, yaitu:

a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan
dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan 6
indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan; dan

b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan
dilaksanakan di Wilayah Kabupaten.



2. Ketentuan

berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga

Pasal 3

(1) Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi OPD dalam menyusun RENSTRA OPD;
b. pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

c. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

d. bahan evaluasi pencapaian kinerja RPJPD tahun 2005-

2025.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Penyusunan sistematika Rencana Pembangunan Jangka

Pasal 4

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, meliputi:
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Pendahuluan

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
Gambaran Keuangan Daerah
Permasalahan dan Isu - Isu Starategis
Daerah

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah
Kinerja Penyelenggaran Pemerintah
Daerah

Penutup

S



(2) Uraian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari RPJM Daerah dan lingkup BAB masing-masing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambah 2
(dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Bappeda.

(3) Bappeda menyusun perubahan RPJM Daerah berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Daerah dengan
memperhatikan masukan dari OPD dan pemangku
kepentingan.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan
RPJMD.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH TEN KAPUAS HULU,
/ g

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10)/(2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD merupakan rencana
pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja
merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka
panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan
sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPJMD bukan
hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan
dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. RPJMD Kapuas Hulu merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat
kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan
pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem
perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi.

Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021
ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai
kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021 dengan peraturan perundangan yang
berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu
strategis pembangunan paling update.

Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan
memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, maupun dunia wusaha dalam membangun
kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna
mewujudkan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu secara
berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan
perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021
adalah:



1. perbaikan sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten
Kapuas Hulu;

2. sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah,Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;

3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan
nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu
dan kabupaten/kota sekitar.

4. memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi
penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa
mendatang;

5. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan
Wakil Bupati terpilih Tahun 2016-2021;

6. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah
di Kabupaten Kapuas Hulu; dan

7. menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi,
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka
mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi
masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program
pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan RPJMD ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 80



